
BUPATI TABALONG 

PERATURAN BUPATI TABALONG 

NOMOR 1 ~ TAHUN 2013 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 
NOM OR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 

BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABALONG, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), 
Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 
ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tabalong ten tang Peraturan Pe1aksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) ; 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
N egara Repu blik Indonesia Tah un 20 11 Nom or 3 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
03); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
04); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
01); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 
DAN BATUAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa1 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah ada 1 ah Kabu paten Tabalong. 
2. Bu pati adalah Bu pati Tabalong. 
3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda 

adalah Din as Pendapatan Kabu paten Tabalong. 
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten 

Tabalong. 
6. Bendahara Penerimaan ada1ah Bendahara Penerimaan 1 

Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dispenda. 
7 . Bank ada1ah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah 

atau bank yang ditunjuk oleh Bupati. 
8 . Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, balk 
dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutu·an, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11 . Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
da1am Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

13. Masa pajak ada1ah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim. 
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, 
dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
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melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke 
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak 
Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan 
Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau 
sanksi administrasi berupa bunga danfatau denda. 

21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk 
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan 
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya. 

22. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis 
pajak dan masaftahun pajak. 

BAB II 

TATA CARA PENGISIAN SPTPD 

Pasal2 

( 1) Setiap su bjek pajak mineral bukan logam dan batuan wajib 
mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir 
SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan. 

(2) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan harus 
diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat 
sekurang-kurangnya: 
a. data subjek pajak mineral bukan logam dan batuan; 
b. data objek pajak mineral bukan logam dan batuan; dan 
c. nilaijpemakaian objek pajak mineral bukan logam dan 

batuan. 

Pasa13 

( 1) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga 
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